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   WALIKOTA BITUNG 
  PROVINSI SULAWESI UTARA 

 
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG 

NOMOR   4   TAHUN 2014 
 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7 
TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN 

GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BITUNG, 
 

Menimbang :  a.  bahwa Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 
Ganti Rugi Keuangan  dan Barang Daerah Kota Bitung 

perlu disesuaikan kembali; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan  
dan Barang Daerah Kota Bitung; 

 
Mengingat :  1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 3041) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4488); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian 

Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

20. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2); 
21. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 2011 Nomor 1); 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG 
 

DENGAN 

 
WALIKOTA BITUNG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7 TAHUN 

2012 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN 
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG 

DAERAH KOTA BITUNG.  
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Barang Daerah Kota Bitung diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6 dan angka 8 diubah, 

ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 29 dan angka 30, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bitung. 
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung. 

4. Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP adalah 
suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam 
pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan 

kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti 
kerugian. 

5. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah 
suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya 

bukan sebagai Bendahara dan terhadap pihak lain dengan 
tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh 
perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan 

kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara 
langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian. 

6. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, yang 
selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan 

melalui TP dan TGR bagi Bendahara dan pegawai bukan 
Bendahara dan/atau pihak lain yang merugikan keuangan dan 
barang daerah. 

7. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo 
Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara buku 

persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya 
terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. 

8. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang 
disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau 
kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara atau pihak 

lain dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di 
luar kemampuan manusia (force majeure). 

9. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang 
dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak 

maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang 
merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau 
ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan kecuali 

uang dan surat-surat berharga lainnya. 
10. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, 

menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, 
surat-surat berharga dan barang milik daerah serta 

bertanggungjawab kepada Walikota. 
11. Pegawai Negeri, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah setiap 

warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat 

yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas 

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

13. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. 



 

5 

 

14. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam 

kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan 
tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian. 

15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena 
kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan 

sesuatu hak atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum 
dapat dipertanggungjawabkan. 

16. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat 
Provinsi dan Inspektorat Kota. 

17. Perhitungan Ex-Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan 
yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex-officio apabila 

bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri 
atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau 

apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat 
pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan 
langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan 

berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat 
perhitungannya dan pertanggungjawabannya. 

18. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses 
TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan 

meninggal dunia tanpa ahli waris/melarikan diri tidak diketahui 
alamatnya. 

19. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya 

hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku 
kerugian daerah. 

20. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban 
seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut 

hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan 
keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan 

yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini daerah 
melepaskan hak tagihannya sehingga "hak tagih" itu menjadi 
bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu. 

21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari 
administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu 

membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila 
dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban 

dimaksud akan ditagih kembali.  
22. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan 

dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan 

non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian 
daerah. 

23. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang 
harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti 

menimbulkan kerugian daerah. 
24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya 

disingkat  SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban 

pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan 
minimal sama dengan nilai kerugian daerah, dilengkapi dengan 

Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Kuasa Menjual. 
25. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang 

lebih  tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan. 
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26. Majelis Pertimbangan TP-TGR, yang selanjutnya disebut majelis 

pertimbangan adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk 
dan ditetapkan oleh Walikota dalam penyelesaian kerugian 

daerah. 
27. Pengampuan adalah perwalian terhadap seseorang  yang telah 

dewasa karena gila, terlalu boros, lemah atau rusak ingatan serta 
kebiasaan minum minuman keras. 

28. Pengampu (kurator) adalah pihak yang melaksanakan 
pengampuan. 

29. Pihak lain adalah Seseorang, organisasi, swasta atau badan 

hukum, pejabat lain, anggota/kelompok masyarakat, partai 
politik, rekanan dan pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah 

Daerah melaksanakan kegiatan menggunakan anggaran  
dan/atau barang bersumber dari APBD. 

30. Pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara   
pemerintahan bukan pegawai negeri sipil dan bukan bendahara 
seperti Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan/Anggota DPRD. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 2 

 
Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap Bendahara dan TGR 
diberlakukan terhadap Pegawai bukan Bendahara dan terhadap pihak 

lain, baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah. 
   
   

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 13 
 

Penyelesaian TGR dapat dilakukan dengan cara upaya damai, TGR 
Biasa, penggantian kerugian barang daerah dan Pencatatan. 

 
 

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 15 

 
(1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari 

hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian 
Inspektorat Kota terhadap pelaksanaan tugas kegiatan pegawai 
dan/atau pihak lain yang bersangkutan. 

(2)  Semua Pegawai bukan Bendahara dan/atau Pihak lain dalam 
melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatannya, apabila 

merugikan Daerah wajib dikenakan TGR. 
(3)  Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau melalaikan 
kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, 
serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi/kegiatannya 

ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak 
langsung. 
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5. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua Paragraf 3 dan Pasal 18 ayat (1) 

diubah, sehingga BAB IV Bagian Kedua Paragraf 3 dan Pasal 18 
berbunyi sebagai berikut : 

 
Paragraf 3 

Penggantian Kerugian Barang Daerah 
 

Pasal 18 
 

(1)  Pegawai atau Pihak lain yang bertanggung jawab atas terjadinya 
kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat 
melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang 

sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

        (2)  Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang 

bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 
(dua) yang umur perolehan/pembeliannya antara 1 (satu) 
sampai 3 (tiga) tahun. 

(3)  Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan 
terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang 

dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau mengangsur 
selama 2 (dua) tahun. 

(4)  Nilai taksiran (taksasi) jumlah harga benda yang akan diganti 
rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

 
 

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 24 
 

(1)  Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran 
kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil 

penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah 
yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui 

Pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas 
kerugian daerah berupa uang dan/atau barang yang 

disita/dirampas diserahkan ke Daerah dan  selanjutnya hasil 
penjualannya disetor ke Kas Daerah. 

 
 

7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (4) dan ayat 

(5) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 28 
 

(1) Apabila Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara berdasarkan 
laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), maka 
Walikota dapat menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa 

pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera 
menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya. 
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(2) Kerugian Daerah disebabkan oleh Bendahara atau Pegawai 

bukan Bendahara dan/atau pihak lain yang tidak dapat 
diselesaikan oleh Pemerintah Daerah melalui MP.TP-TGR, maka 

Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan secara perdata 
melalui Badan Peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kembali kepada 
Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara 
pencatatan atau penghentian/penghapusan. 

(4) Dihapus. 
(5) Dihapus.  

(6) formulir tata cara proses TP-TGR biasa dan khusus ditetapkan 
dengan Keputusan Walikota. 

 
 

8. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni 

Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 28A 
 

Terhadap Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau 
membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak 
menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP-TGR. 

 
 

9. Ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, 
ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5) sehingga Pasal 30 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 30 
 

(1)  Tindakan penyidikan PNS dilaksanakan setelah ada persetujuan 
tertulis dari Atasan langsung.  

(2)  Barang-barang sitaan pihak Kepolisian atau Kejaksaan ataupun 
oleh Pengadilan dalam putusannya yang ada hubungannya 
dengan kerugian yang ditimbulkan dari Bendahara atau Pegawai 

Bukan Bendahara atau Pihak lain terkait bersangkutan yang 
berkekuatan hukum tetap dapat dijual dengan mengikuti 

ketentuan yang berlaku. 
(3)  Hasil penjualan barang-barang dimaksud pada ayat (2) disetor ke 

Kas Daerah dan sepanjang kerugian daerah telah terpenuhi maka 
kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR. 

(4) Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian 

sebelum berlakunya peraturan ini, dapat diselesaikan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Peraturan 
Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau 

Keputusan Walikota. 
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10. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni 

Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 30A 
 

Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah ini berlaku pula untuk pengelola Perusahaan Daerah dan 

Badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan 
barang/kekayaan Daerah. 

 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Bitung. 
 

         
        Ditetapkan di Bitung 

        Pada tanggal  3 Juli  2014 
 
           

 
 

 
  

 
   

 

      
Diundangkan di Bitung 

Pada tanggal  3 Juli  2014 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA, 
 
          ttd 

 
Drs. EDISON HUMIANG, M. Si 

PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP.19610804 198603 1 016 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 4 
 

 
 

 
 

 
 
 

NOREG  PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA 
(4/2014) 

WALIKOTA BITUNG,  

          ttd 

HANNY SONDAKH 

 

 

    HANNY SONDAKH 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

 PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG 
NOMOR    4     TAHUN 2014 

 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7 

TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN 
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH  

 
I. UMUM 
 

Guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka setiap kerugian daerah 

yang timbul sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum atau 
kelalaian Bendahara/Pegawai bukan Bendahara perlu dilakukan 

penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Dalam Peraturan Daerah ini, penyelesaian Kerugian Daerah 

dilaksanakan dengan cara : 
a. TP, melalui : 

1. upaya damai; 
2. tuntutan perbendaharaan biasa; 

3. tuntutan perbendaharaan khusus; dan 
4. pencatatan. 

 

b. TGR, melalui : 
1. upaya damai; 

2. tuntutan ganti rugi biasa; 
3. penggantian kerugian barang daerah; dan 

4. pencatatan. 
 

 Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap Bendahara dan TGR 

diberlakukan bagi Pegawai bukan Bendahara dan atau pihak lain, 
baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah. 

 
Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dimaksud, perlu 

diatur dalam Peraturan Daerah agar tuntutan perbendaharaan dan 
tuntutan ganti rugi dilakukan dengan efektif. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1  
Cukup jelas 

Pasal 2  
Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 
Pasal 4 
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Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6  
Cukup jelas 

Pasal 7 
  Cukup jelas  

Pasal 8  
 Cukup jelas 

Pasal 9   

 Cukup jelas 
Pasal 10   

 Cukup jelas 
Pasal 11  

 Cukup jelas 
Pasal 12  
 Cukup jelas 

Pasal 13  
 Cukup jelas 

Pasal 14  
 Cukup jelas 

Pasal 15  
 Cukup jelas 
Pasal 16   

 Cukup jelas 
Pasal 17  

 Cukup jelas 
Pasal 18  

 Cukup jelas 
Pasal 19  
 Cukup jelas 

Pasal 20  
 Cukup jelas 

Pasal 21   
 Cukup jelas 

Pasal 22   
 Cukup jelas 
Pasal 23  

 Cukup jelas 
Pasal 24  

 Cukup jelas 
Pasal 25  

 Cukup jelas 
Pasal 26  
 Cukup jelas 

Pasal 27  
 Cukup jelas 

Pasal 28  
 Cukup jelas 

Pasal 28A 
 Cukup jelas 
Pasal 29  

 Cukup jelas 
Pasal 30  
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 Cukup jelas 

Pasal 30A 
 Cukup jelas 

Pasal 31  
 Cukup jelas 
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